BABII

TINJAUAN TERHADAP PELAKU PESERTA (MEDEPLEGER)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik.
Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan straafbaarfeit yaitu suatu
perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau
hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut 4. Zainal Abidin Farid, menyatakan
bahwa : "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan
hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan"."

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa : Yang dimaksud
dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaarfeit atau dalam
bahasa Asing disebut delict berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek

tindak pidana.’

1 A. Abidin, Farid, Zainal, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika,Jakarta, 1995,
hlm.33

2 Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, : Refika Aditama,
Bandung, 2003, hlm 59



Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu
adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan
hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang
serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan.

Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari
delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang
dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada
perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan
daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada
wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu
hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum
turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari
perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan
pelbagai delik.

Ada pun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagai berikut :*

1) FElemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat

(aktif) atau tidak berbuat (pasif).

2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai.

Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari

suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang

3 Abidin A.Z., dan Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif
Watampone, Jakarta, 2010, hlm. 33



elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi
kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah
dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan
seperti di dalam delik materil.
3) Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata
sengaja atau culpa (tidak sengaja).
4) Elemen melawan hukum.
Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang,
dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP,
diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340

KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-
unsur, sebagai berikut:*

1) Harus ada perbuatan manusia;

2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari
undang-undang yang bersangkutan;

3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);

4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:’

4 Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
1984, him. 184
5 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, him. 104



1) Kelakuan dan akibat

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

4) Unsur melawan hukum yang objektif

5) Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa :°

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1) Suatu tindakan;
2) Suatu akibat dan;
3) Keadaan (omstandigheid)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat
berupa:

1) Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid);
2) Kesalahan (schuld).

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua
macam, yaitu:’

1) Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang

dapat berupa:

6 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
hlm. 10
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a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-
perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di
dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa
“perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan
diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil.
Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-
akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus
merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-
akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338
KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif
yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam undang-undang
adalah akibat berupa matinya orang.

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam
oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu
“keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah
keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP
misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat

umum.



2) Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader)
yang berupa:
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap
perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggungjawab).
b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan
bertanggungjawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu
bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga
syarat, yaitu:

a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat
mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan
nilai dari akibat perbuatannya.

b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung
jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap
mampu bertanggung jawab.Konsekuensi dari pendiri ini adalah, bahwa
masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di

pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.®

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

8 Ibid, him. 5



1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan
atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau
pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau
perbedaan pendapat.

Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menguraikan
istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional
yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang
telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang
berkecimpung di bidang hukum maupun di luar bidang hukum.

Dan berbagai literatur yang ada, penulis belum menemukan suatu
definisi mengenai pencurian. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal
yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Khususnya dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi
yang mendapat awalan pe, dan akhiran an. Bahwa arti kata curi adalah
sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau
melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui

orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.’

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

9 Poerwadarminta. W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, jakarta,
2003, him. 217



Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian
ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada
buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367
KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana
untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa
diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda

paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian
biasa adalah :

1) Mengambil

2) Suatu Barang

3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari
pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah
dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi

diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang

menentukan :



“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363
butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal
363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang
yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan
ratus rupiah”.
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian
ringan adalah :
1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara
bersama-sama; atau
3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke
dalam tempat kejahatan atatu untuk mencapai benda yang hendak
diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran,
pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah
palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
a) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
b) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima
puluh rupiah.
c. Pencurian Dalam Keluarga
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini
merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun
korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang

suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian

terhadap harta benda istri atau suaminya.



3. Unsur-Unsur Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP, R.
Soesilo (1995: 249) yang menyatakan sebagai berikut:"

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud

akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum,

karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya

lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-*.

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka suatu perbuatan
dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Barang siapa

b) Mengambil

c) Sesuatu barang

d) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak
pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah

memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam

rumusan Pasal 362 KUHP.

C. Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP

10 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 249



Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat
penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai
kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan
upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan
dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan
praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika
diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar
sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan
dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam
tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah
serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang
ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang
berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksaanan tugas penyelidikan
terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan

(Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan



tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan
hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki
fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena
kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana.

b. Mencari keterangan dan barang bukti.

c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri.

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan
penyitaan

b. Pemeriksan dan penyitaan surat

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir (5). Arti dari pada
penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan
suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan

dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik



dalam Pasal 1 butir (5) maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan
pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan
tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras
sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2
”serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara
yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang
terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak
pidananya.”

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang
berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat
diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari
penyelidikan dan penyidikan yaitu :"

1) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari semua
anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada
di bawah pengawasan penyidik.

2) Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau
mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga
merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat

perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan

11 Harahap, Yahya M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, (Edisi kedua., Sinar Grafika), Jakarta, 2002, hlm. 109



yang disebut Pasal 5 Ayat (1) huruf b seperti penangkapan, larangan,
meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari

penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka

penyidikan dianggap telah selesai.

2. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannnya tersebut.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam haldan menurut cara-cara yang di atur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan, tujuan penyidikan adalah untuk :'

Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan

memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah

dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik

akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta

atau peristiwa tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut

Gerson Bawengan, adalah :"

12 Bawengan, Gerson W, Penyidikan Perkara, Pidana dan Teknik Interogasi,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, him. 11
13 /bid, him. 21



1) Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;

2) Identitas daripada si korban;

3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4) Waktu terjadinya kejahatan;

5) Motif, tujuan serta niat;

6) Identitas pelaku kejahatan.

3. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 Ayat
(1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat
Polisi Negarai Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang
ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang
mendukung tugas tersebut, sperti misalnya mempunyai pengetahuan dan
keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak
mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 Ayat (2) KUHP,
syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang
berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI
serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi
Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik

POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



(KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang
lain.

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam
penydidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab
Undamg-Undang Hukum Pidana.

Setiap pejabat Polisi adalah Penyelidik yang karena kewajibannya
berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana,
mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang
dicurigai dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas
perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat
penggeledahan dan menyita barang bukti. Atas pelaksanaan tindakan tersebut
penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5
KUHAP), sedangkan yang dimaksudkan pejabat penyelidik adalah
merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi
Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi
dalam masayarakat.

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan Polisi
Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang untuk menjadi penyidik
adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yang sekarang disebut
Brigadir Polisi Dua/Bripda atau Golongan II B atau yang disamakan dengan
itu. Kemudian, Pasal 2 butir 2 PP No. 27 Tahun 1983 menentukan adanya

pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat



Pembantu Letnan Dua yang sekarang disebut Ajun Inspektur Polisi Dua/
Aipda keatas maka komandan sektor Kepolisin Republik Indonesia yang
berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua/Aipda karena
jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat
oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat

dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain.

4. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik
berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat
kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ; mendatangkan seorang
ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan,
penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan
surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan

penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan



KUHAP. [a membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan
ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75
KUHAP).

Fungsi Kepolisan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara
dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat,
serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya
hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya
keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002).

Menurut Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 tugas dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara umum berwenang :

1) Menerima laporan dan pengaduan.

2) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.

3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

4) Mencari keterangan dan barang bukti.

5) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

6) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
menganggu ketertiban umum.

7) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.

8) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan
kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu

pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat



sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui
hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat
memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan
pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian
yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu.

Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat
mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak
jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan
berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama
baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip
oleh Andi Hamzah, bahwa :'*

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka

yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut

padangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan

merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum

pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-

hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian

mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan.”

Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan
disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya
suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar
belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan
metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi

sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari

pelaku kejahatan.

14 Andi, Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya,
PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 33



D. Pelaku Peserta (Medepleger)

Menurut Adami Chazawi bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan
diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai
golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta, atau para
pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).
Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berukut:"

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan;

2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

dilakukan;

15 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011, hlm. 80-82



2) Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan
untuk melakukan kejahatan.

Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila
manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak
pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat,melalui putusan
pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Pendapat beberapa ahli tentang medepleger, adalah :'°

1) Menurut Mvt:

Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang

dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya

sesuatu. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang
masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

2) Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana”
itu ada tiga kemungkinan:

* Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan
delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian
disebuah gudang beras.

¢ Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang
menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil

dompet orang itu.

16 Amir llyas, Asas-asas Hukum Pidan, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung
Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, 2012, hlm. 69-70



¢ Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi
mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian
dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang
melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan
mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada
kawannnya yang menggansir tadi.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk
menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila
perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak
pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat
pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak
pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwuudnya tindak
pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang

sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.



